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POLDA RIAU USUT KASUS SPPD FIKTIF EKS PJ WALKOT PEKANBARU 

MANGKIR PEMERIKSAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar : 

https://sisb.pontianak.go.id/home/simulasi/ditanggung 

 

Pekanbaru - Polisi terus mengusut kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Riau. 

Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris 

Dewan mangkir saat akan diperiksa. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Nasriadi 

menyebut kasus itu mulai diusut sejak 9 bulan lalu. Penyelidikan itu terkait dugaan korupsi 

surat perintah perjalanan dinas atau SPPD diduga fiktif. 

"Polda Riau dari tahun lalu atau 9 bulan lalu sudah mulai melakukan penyelidikan 

terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi pada tahun 2020-2021. Ini terkait SPPD fiktif 

dari perjalanan dinas di Setwan," kata Nasriadi, Jumat (28/6/2024). Nasriadi mengatakan 

kasus yang diusut terkait SPPD periode 2020-2021. Sebab, polisi menemukan ada diduga 

perjalanan dinas fiktif saat Sekretaris Dewan dijabat Muflihun. 

"Tahun 2022 itu telah ditangani Kejaksaan dan 2020-2021 itu dijabat sama 

Muflihun. Beliau ini adalah mantan Pj Wali Kota dan Sekwan, ini udah akhir tahap 

penyelidikan," kata Nasriadi. Hasil penelusuran polisi, ada perjalanan dinas pada tahun 

2020 lalu. Padahal, di periode itu tengah pandemi COVID-19, sehingga tidak ada 

penerbangan. 

https://sisb.pontianak.go.id/home/simulasi/ditanggung
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"Contoh ada perjalanan dinas tahun 2020 itu. Sedangkan 2020 kita COVID-19, 

waktu itu pesawat tidak ada terbang. Tapi kami temukan ada tiket pesawat, padahal kami 

sudah kroscek ke maskapai itu tidak ada dan tidak terdaftar," kata Nasriadi. 

Setelah 9 bulan berjalan, penyidik Polda Riau lalu melayangkan surat panggilan 

pada Muflihun. Sejatinya, Muflihun akan diperiksa atau dimintai klarifikasi terkait kasus 

itu pada Kamis (27/6) kemarin di Mapolda Riau. 

"Kami kirim panggilan ke Muflihun alias Uun yang seharusnya hari Kamis kemarin 

diklarifikasi, tetapi beliau tidak hadir. Sore hari kami dapat surat yang di WA kepada 

Kasubdit saya. Isinya beliau sedang sakit dan ditandatangai dokter di klinik Jakarta Timur, 

artinya sudah di Jakarta," katanya. 

Untuk melengkapi keterangan, Nasriadi meminta Muflihun kooperatif dengan hadir 

memenuhi panggilan penyidik. Mengingat polisi masih menjunjung azas praduga tak 

bersalah. "Sebenarnya ini rangkaian klarifikasi ada tidaknya tindak pidana. Saya harapkan 

saudara Uun dapat datang memberikan keterangannya karena kami menjunjung azas 

praduga tidak bersalah," katanya. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7413433/polda-riau-usut-kasus-

sppd-fiktif-eks-pj-walkot-pekanbaru-mangkir-pemeriksaan, “Polda Riau Usut Kasus 

SPPD Fiktif Eks Pj Walkot Pekanbaru Mangkir Pemeriksaan”. 28 Juni 2024; 

1. https://www.beritasatu.com/network/halloriau/216928/polda-riau-usut-kasus-sppd-fiktif-eks-

pj-walko-pekanbaru-mangkir-pemeriksaan, “Polda Riau Usust Kasus SPPD Fiktif Eks PJ 

Walko Pekanbaru Mangkir Pemeriksaan”. 29 Juni 2024 

 

Catatan:  

 

Pada tingkat pemerintah pusat, perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 113/PMK.05 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 

Pada peraturan tersebut Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut 

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam 

wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan  negara. 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7413433/polda-riau-usut-kasus-sppd-fiktif-eks-pj-walkot-pekanbaru-mangkir-pemeriksaan
https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7413433/polda-riau-usut-kasus-sppd-fiktif-eks-pj-walkot-pekanbaru-mangkir-pemeriksaan
https://www.beritasatu.com/network/halloriau/216928/polda-riau-usut-kasus-sppd-fiktif-eks-pj-walko-pekanbaru-mangkir-pemeriksaan
https://www.beritasatu.com/network/halloriau/216928/polda-riau-usut-kasus-sppd-fiktif-eks-pj-walko-pekanbaru-mangkir-pemeriksaan
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a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan;  

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kementerian 

negara/lembaga; 

c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja negara; dan  

d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas 

dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. 

Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponenkomponen uang harian, biaya 

transport, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam Kota; dan/ atau 

biaya menjemput/ mengantar jenazah. 

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan 

Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. Surat Tugas diterbitkan oleh: 

a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD 

pada satuan kerja berkenaan; 

b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh 

kepala satuan kerja; 

c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD 

dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau 

d. Menteri/Pimpinan  Lembaga/Pejabat  Eselon  I  untuk  Perjalanan  Dinas  Jabatan  yang  

dilakukan  oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II. 

 

Untuk tingkat pemerintah daerah tidak menggunakan PMK tersebut namun 

menggunakan Peraturan Kepala Daerah masing-masing daerah yang isinya harus 

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional. 

Pada Perpres 33 Tahun 2020 Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen : 

a. Uang Harian yang merupakan Penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, 

pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah 

perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya 

keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan 
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keperluan uang makan. Perjalanan Dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) 

jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. 

b. Biaya Transport meliputi biaya tiket pesawat, biaya taksi, dan satuan biaya transportasi 

darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama.   

c. Biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun 

perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas 

dalam negeri. 

d. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, Pejabat 

daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas 

jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang 

representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan 

dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat 

eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang 

diberikan secara lumpsum. 

 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau. 

 

 


